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KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL 
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
Jl. D.I. Panjaitan No.226, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Telp. 082224187750 Fax 0401-390427
Website : http://www.kios3in1.net/blkkendari, e-mail : blkpemberdayaan@gmail.com





Nomor	:	2.11/ xxxx /20xx	      xx xxxx 20xx
Sifat	:	xxxx
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara
		Karena Sebab-Sebab Lain

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	
di Jakarta Selatan

Dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara di lingkungan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan penghapusan Barang Milik Negara Karena Sebab-Sebab Lain berupa xxxx xxxx xxxx xxxx.
Adapun alasan usulan permohonan penghapusan xxxx xxxx xxxx tersebut dikarenakan sudah adanya DIPA Pengganti (anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran).
Sebagai dasar penetapan permohonan tersebut, kami lampirkan :
1. Daftar BMN yang diajukan;
2. Salinan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN yang diajukan;
3. Salinan Surat Keputusan pembentukan Tim Panitia Penghapusan BMN;
4. Salinan Berita Acara kondisi BMN yang diusulkan;



		5. Surat . . . . .
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) BMN yang diusulkan penghapusan;
6. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen untuk BMN yang memilik surat kepemilikan (bila tidak ada bisa diwakilkan dengan Surat Pernyataan BMN Tidak Memilik Surat Kepemilikan);
7. Surat Keterangan BMN yang diusulkan penghapusan dalam penguasaan dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja;
8. Salinan POK dokumen penganggaran;
9. Foto dokumentasi;
10. Dokumen pendamping lainnya;

	Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapakn terima kasih.
Kepala,




xxxx
NIP. xxxx xxxx xxxx
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